




A. Latar Belakang 
Mimpi besar Indonesia adalah pertumbuhan ekonomi yang pesat, bahkan ahli 
ekonomi dan politisi di seluruh negara mengedepankan bagaimana cara 
mempercepat pertumbuhan ekonomi dapat tercapai dengan sistematis dan 
menyeluruh. Pertumbuhan ekonomi menjadi salah satu penilaian untuk 
mengidentifikasi kemajuan perekonomian sebuah negara dan keberhasilan 
pembangunan nasional secara merata. Oleh sebab itu, pertumbuhan ekonomi sangat 
penting untuk dipelajari, dikontrol dan dicermati melalui kebijakan yang dapat 
merangsang peningkatan perekonomian. Dalam meningkatkan pertumbuhan 
ekonomi, pemerintah mengatur kebijakan yang bersumber pada pendekatan 
produksi, pendekatan sektor investasi, pendekatan fiskal dan kebijakan moneter, 
sehingga dengan demikian stabilitas ekonomi dapat terjaga. Pertumbuhan ekonomi 
Indonesia pada dasarnya adalah meningkatkan output perkapita baik di produksi 
barang dan jasa  secara berkelanjutan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat 
dalam jangka panjang (Sukirno, 2000:33). 
Setiap awal tahun, Indonesia selalu menyiapkan paket-paket kebijakan 
ekonomi yang diharapkan akan terus mendorong pertumbuhan dan perkembangan 
ekonomi dalam jangka panjang maupun jangka pendek. Sumber dari penyusunan 
kebijakan tersebut berasal dari pengamatan data statistik PDB (Product Domestic 
Bruto)  pada setiap tahun  yang menjadi acuan konkrit dalam menyusun strategi 
kebijakan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi yang terus membaik tidak lepas dari
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peran penting dari berbagai pihak yaitu masyarakat, pemerintah, para pelaku 
ekonomi dalam negeri dan pihak luar negeri. Oleh sebab itu, dampak dari 
pertumbuhan ekonomi yang terus stabil dapat meningkatkan taraf kehidupan dan 
kesejahteraan sosial (Indriyani, 2016). 
Pembangunan ekonomi melalui berbagai sektor telah dilaksanakan oleh 
pemerintah dalam rangka terwujudnya kesejahteraan bagi seluruh rakyat. Adapun 
pendekatan pemerintah beorientasi pada konsep trickel-down effect dengan asumsi 
pertumbuhan ekonomi yang tinggi mampu memberikan dampak positif bagi 
peningkatan kesejahteraan rakyat (Suradi, 2012) 
Pada masa sekarang hampir semua kegiatan ekonomi suatu negara tidak lepas 
dari intervensi yang dilakukan pemerintah. Tujuan dari intervensi pemerintah 
berguna untuk mengontrol peningkatan kegiatan ekonomi melalui kebijakan-
kebijakan pemerintah sehingga diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan 
masyarakat. Demi mencapai keberhasilan negara dalam menjalankan roda 
perekonomian serta menutupi segala defisit anggaran pemerintah maka yang 
dilakukan pemerintah salah satunya adalah mengambil kebijakan melalui pinjaman 
luar negeri/utang luar negeri. Pinjaman tersebut digunakan sebagai pendanaan 
untuk memudahkan pemerintah dalam melakukan pembangunan nasional yang 
terus berkelanjutan. Sumber dana melalui utang luar negeri dapat dimamfaatkan 
oleh negara sebagai pembiayaan untuk memacu kenaikan investasi serta 
pertumbuhan ekonomi (Chenery dan Carter, 1973). Namun, utang luar negeri juga 
dapat menimbulkan efek negative apabila tidak diawasi dan diinvestasikan secara 
produktif. Krisis perekonomian global yang terjadi pada dekade 80-an menjadi 
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contoh konkrit mengenai dampak bahaya pembiayaan melalui utang luar negeri, 
dimana banyak negara berkembang mengalami kesulitan dalam mengembalikan 
pinjaman luar negeri (Weiss,1990). 
Krisis ekonomi pernah terjadi di Indonesia akibat utang jangka pendek yang 
dilakukan oleh pihak swasta terhadap pinjaman luar negeri tanpa adanya 
pengawasan dan perlindungan dari pemerintah sehingga berdampak pada gejolak 
nilai tukar rupiah terhadap dollar yang semakin terdepresiasi pada tahun 1997. Pada 
saat itu persediaan cadangan devisa negara menjadi sangat langka sehingga 
pinjaman yang dilakukan oleh perusahaan di Indonesia tidak dapat disalurkan oleh 
kreditur, sehingga pemerintah kala itu mengambil kebijakan untuk mencari 
pinjaman dari dana moneter internasional (IMF) pada bulan Oktober 1997. 
Pemerintah mengalokasikan utang luar negeri pada pembangunan nasional dan 
menutupi utang yang sudah jatuh tempo. Utang yang diberikan oleh IMF pada saat 
itu tidak diperhitungkan dengan baik oleh pemerintah sehingga besaran bunga 
pinjaman sangat membebani kemampuan pemerintah dalam mengembalikan utang 
serta tanpa adanya pemasukan pendapatan yang seimbang dalam negeri yang 
mampu menyicil sebagian besar utang negara. Kebijakan pemerintah kala itu 
membuat perekonomian Indonesia terjebak dalam perangkap utang (debt trap) dan 
akan terjadi krisis utang (debt crises) (Widharma, dkk. 2013). 
Gejolak perekonomian pada tahun 1998 menyebabkan dampak yang luar 
biasa pada bank-bank konvesional terutama swasta selain inflasi yang tidak 
terkendali dan menurunya kepercayaan masyarakat terhadap bank, salah satu faktor 
yang membebani adalah tingginya suku bunga kredit dibandingkan suku bunga 
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pinjaman yang mengakibatkan terjadinya negative spread sehingga menambah 
beban banker untuk menanggung situasi kredit macet pada kala itu. Pengaruh 
perekonomian Indonesia sangat menentukan kondisi variabel moneter yang 
kebanyakan mempegaruhi kendali atas  kebijakan bank dalam menyerap dana 
masyarakat. Variabel-variabel tersebut dapat berupa tingkat inflasi, suku bunga 
(interest rate), dan nilai tukar rupiah (Iswardono, 2004:155). 
Analisa yang cermat dalam menentukan kebijakan suku bunga akan 
berdampak pada kebijakan industri perbankan dan lembaga keuangan lainya, 
pergerakan inflasi, peningkatan investasi, dan pergerakan currency. Suku Bunga 
biasanya diekspresikan sebagai presentase pertahun yang dibebankan atas uang 
yang dipinjam. Menurut Samuelson (1990), suku bunga merupakan harga yang 
harus dibayar bank atau peminjam lainnya dalam memamfaatkan uang selama 
jangka waktu tertentu. Seperti halnya harga, suku bunga menjadi point of markets 
bagi pasar uang dan pasar modal, namun suku bunga juga sebagai mekanisme bagi 
sumber daya dalam perekonomian negara. Suku bunga Indonesia ditentukan oleh 
BI Rate, BI Rate merupakan suku bunga kebijakan yang mencerminkan keputusan 
pada kebijakan moneter (Policy Rate). Dalam kebijakan moneter mengacu pada 
sistem yang diterapkan oleh Bank Sentral dan Otoritas Moneter yang mendukung 
pada keseimbangan internal (pertumbuhan ekonomi, stabilitas harga, pemerataan 
pembangunan) dan keseimbangan eksternal (neraca pembayaran) sehingga dapat 
menjaga stabilitas ekonomi. Posisi kebijakan moneter sangat menentukan kondisi 
neraca pembayaran internasional, sehingga pengaruh yang cukup dirasakan 
berdampak pada pelaku usaha ekspotir. Pergerakan suku bunga menentukan para 
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ekspotir mengekspansikan hasil produksinya, hal ini terlihat pada kegiatan 
pengambilan modal di bank yang digunakan untuk produksi. Apabila tingkat suku 
bunga mengalami kenaikan maka para ekspotir akan mengurangi peminjaman 
modal, sehingga akan berdampak pada sisi penawaran yang mampu diciptakan para 
ekspotir untuk melakukan kegiatan produksi. 
Kegiatan ekspor merupakan suatu keharusan bagi sebuah negara untuk 
meningkatkan pertumbuhan ekonominya melalui perdagangan luar negeri 
(Bustami, 2013). Sejak tahun 1983, Indonesia sudah mengutamakan kebijakan 
dalam kegiatan ekspor. Ekspor merupakan proses tranportasi suatu komoditi yang 
dihasilkan oleh negara produksi untuk dijual ke negara lain secara legal. Kebijakan 
ekspor dimamfaatkan oleh para pengusaha kecil, menengah, dan besar untuk 
bersaing di tingkat internasional. Pemerintah berusaha memacu para pelaku usaha 
untuk melakukan ekspor melalui rangsangan kebijakan dan kemudahan regulasi, 
hal ini dilakukan karena kegiatan ekspor sangat menguntungkan bagi negara 
pengekspor untuk menghasilkan devisa dan salah satu sumber pendapatan negara. 
Semakin tinggi nilai ekspor suatu negara, maka akan menaikan pula tingkat 
produksi sehingga dapat memacu stabilitas pertumbuhan ekonomi nasional. 
Kebijakan pemerintah dalam menyikapi export led growth dengan melalui 
penyederhanaan sistem administrasi ekspor, penyediaan data dari negara yang 
membutuhkan komoditi tertentu, hubungan bilateral antar kedua negara untuk 
memperoleh kepastian dalam melakukan perdagangan internasional, meningkatkan 
promosi dagang di luar negeri, menciptakan suasana usaha yang kondusif, 
memberikan pajak yang sesuai atas hasil ekspor, memperbanyak pengembangan 
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riset terhadap produk Indonesia, peningkatan infrastruktur, stabilisasi nilai tukar 
rupiah dan peningkatan kemampuan atau keahlihan tenaga kerja Indonesia 
(Salomo, 2007).  
Penelitian dilakukan dengan mengembangkan pembahasan variabel pengaruh 
utang luar negeri, tingkat suku bunga dan kegiatan ekspor yang  memberikan 
dampak bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia serta menghubungkannya dengan  
landasan teori dan serangkaian pengujian yang mendukung hasil penelitian. 
B. Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang penelitian maka dapat disimpulkan rumusan 
masalah  sebagai berikut: 
a. Bagaimana perkembangan utang luar negeri, tingkat suku buga (BI Rate), 
dan jumlah ekspor terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 1996 
sampai 2016? 
b. Apakah utang luar negeri, tingkat suku bunga (BI Rate), dan jumlah ekspor 
berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia? 
C. Tujuan Penelitian 
 Berdasarkan dari judul, latar belakang, dan rumusan masalah maka tujuan 
dari penelitian adalah: 
a. Mendiskripsikan perkembangan utang luar negeri, tingkat suku bunga (BI 
Rate), dan jumlah nilai ekspor terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia 
tahun 1996 sampai 2016. 
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b. Menganalisis perkembangan utang luar negeri, tingkat suku bunga (BI 
Rate), dan jumlah nilai ekspor terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia 
tahun 1996 sampai 2016. 
D. Manfaat Penelitian 
Adapun mamfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 
1. Bagi Instansi Pemerintah 
Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermamfaat untuk menambah 
informasi, masukan dan pertimbangan bagi pemerintah dalam mengambil 
keputusan terkait upaya meningkatkan maupun menjaga pertumbuhan 
ekonomi yang berkelanjutan. 
2. Bagi Pelaku Usaha 
Pelaku usaha dapat mengantisipasi perubahan variabel ekonomi khususnya 
dalam menghadapi perubahan pertumbuhan ekonomi terhadap keputusan 
bisnis. 
3. Bagi Pengembangan 
a. Memberikan informasi bagi peneliti selanjutnya untuk mengembangkan 
model-model pertumbuhan ekonomi. 
b. Penelitian ini diharapkan dapat bermamfaat sebagai tambahan referensi 
atau bahan acuan dan perbandingan bagi peneliatan selanjutnya. 
E. Batasan Masalah 
Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan di dalam latar belakang, penelitian 
ini hanya menitikberatkan pada pertumbuhan ekonomi yang sifatnya fluktuatif atas 
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pengaruh faktor pertumbuhan ekonomi yang diukur melalui produk domestik bruto 
dalam betuk rupiah atas dasar harga konstan tahun 2000 (ADHK) hal ini mengacu 
pada perubahan struktur/bentuk komoditas serta kombinasi harga dimana 
perkembangan ekonomi dunia dalam kurun waktu 1993 sampai 2000 dipengaruhi 
oleh globalisasi yang berdampak pada perekonomian domestik, utang luar negeri 
pada posisi pemerintah dan swasta, tingkat suku bunga (BI Rate), dan ekspor migas 
dan non migas yang keseluruhan datanya diambil pada tahun 1996 sampai 2016. 
